SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 108 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan
ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2015 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Bogor telah
membentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun
2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa;

bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap jenis
susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintahan Desa
pada desa Swakarsa, maka Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor
Nomor 59 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang....
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. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data
Profil Desa dan Kelurahan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1222);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 6);

11. Peraturan....
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 155);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);

Peraturan Daerah  Kabupaten Bogor Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2018 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 59);

Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bogor
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA.

Pasall....



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 59
Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2018 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 14
(1) Desa Swakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dapat memiliki:
a. 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; atau
b. 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) seksi.

(2) Urusan dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri dari:

a. urusan:
1. Urusan Tata Usaha dan Umum;
2. Urusan Keuangan; dan
3. Urusan Perencanaan.

b. seksi:
1. Seksi Pemerintahan;
2. Seksi Kesejahteraan; dan
3. Seksi Pelayanan.

(3) Urusan dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri dari:

a. urusarn:

1. Urusan Tata Usaha, Umum dan Perencanaan,;
dan

2. Urusan Keuangan.
b. seksi:
1. Seksi Pemerintahan;
2. Seksi Kesejahteraan; dan
3. Seksi Pelayanan.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 16

Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II....



Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BOGOR,
ttd
ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya

IAN
PERUNDANG-UNXDANGAN,

HERISSN



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 108 Tahun 2020
TANGGAL : 30 Desember 2020

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

I. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA UNTUK KLASIFIKASI
JENIS DESA SWASEMBADA

KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA

KEPALA
URUSAN KEPALA KEPALA URUSAN
TATA URUSAN PERENCANAAN
USAHA DAN KEUANGAN
UMUM
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KSEI;?éIA
PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN PELAYANAN
KEPALA
DUSUN

II. BAGAN....
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II. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA UNTUK KLASIFIKASI
JENIS DESA SWAKARYA

A. DENGAN 3 (TIGA) URUSAN DAN 3 (TIGA) SEKSI

KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA

KEPALA
URUSAN
TATA
USAHA
DAN
UMUM

KEPALA
URUSAN
KEUANGAN

KEPALA URUSAN
PERENCANAAN

KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN

KEPALA
SEKSI
PELAYANAN

KEPALA
DUSUN

B. DENGAN....
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B. DENGAN 2 (DUA) URUSAN DAN 3 (TIGA) SEKSI

KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA

KEPALA
URUSAN TATA
USAHA, UMUM

DAN
PERENCANAAN

KEPALA
URUSAN
KEUANGAN

KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN

KEPALA
SEKSI
PELAYANAN

KEPALA DUSUN

III. BAGAN....
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III. BAGAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA UNTUK
KLASIFIKASI JENIS DESA SWADAYA

KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA

KEPALA URUSAN KEPALA
TATA USAHA,
URUSAN
VIO DA KEUANGAN
PERENCANAAN
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN | | PS5 ATl RRAAN DAN
KEPALA
DUSUN

BUPATI BOGOR,
ttd

ADE YASIN



